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RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016 — 2021
BAB 1.
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi  Perangkat Daerah  (SKPD)  merupakan  unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai
dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui
perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Setiap SKPD wajib menyusun wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta  berpedoman pada RPJMD
dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD akan menjadi pedoman
SKPD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan
lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya
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memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan
sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang
tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 — 2021. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 — 2021
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun dan menetapkan Renstra
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 — 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutananyang
merupakan dokumen perencanaan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan yang merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari

perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Landasan Hukum
Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan KehutananTahun 2016 —

2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Perkebunan dan Kehutanan 2013 - 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian
Pertanian Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga;
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2010 — 2015;

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 95 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga

Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas yang berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian Perkebunan
dan KehutananKabupaten Purbalingga.
1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan
KehutananKabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 untuk dijadikan
landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 — 2021 terdiri dari 7 (tujuh)
Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas mengenai;

1.Latar belakang,

2. Landasan Hukum,

3. Maksud dan Tujuan,

4. Sistematika.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai ,

1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan

2. Peran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan

3. Sumberdaya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

4. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan.

BAB 111 ISU-ISU STRAREGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai ldentifikasi permasalahan berdasarkan

tugas pokok fungsi pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Purbalingga, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih,telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan

penentuan isu — isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN. DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai;

1. Visi Misi

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINAS PERTANIAN
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

3. Stategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENTUTUP



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi;

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 95 Tahun

2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga,

maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas:

1) membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian

yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan yaitu : Sarana Pertanian :

(a.1)
(a.2)
(a.3)

(a.4)
(a.5)

(a.6)

Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota
Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan
tanaman

Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak,
dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.
Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang

sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

b. Sub Urusan yaitu : Prasarana Pertanian

(b.1) Pengembangan prasarana pertanian.
(b.2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur
ternak dalam Daerah kabupaten/kota
(b.3) Pengembangan lahan penggembalaan umum.
c. Sub Urusan yaitu : Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat
Verteriner
(c.1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan

daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah

kabupaten/kota



(c.2)

(c.3)

(c.4)

(c.5)

Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah
kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan
dari Daerah kabupaten/kota

Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik
veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner.

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan

hewan.

d. Sub Urusan yaitu : Pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian

(d.1)

Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

kabupaten/kota

e. Sub Urusan yaitu : Perizinan usaha pertanian.

(e.1)

(e.2)

(e.3)

Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya
dalam Daerah kabupaten/kota
Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,
fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar
hewan, rumah potonh hewan
Penerbitan izin usaha pengecer (toko,retail,sub distributor)

obat hewan.

2) Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan juga membantu Bupati melaksanakan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Tanaman

Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan

Hewan:;



2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian bidang bidang Tanaman
Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan
Hewan ;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian bidang Pertanian
meliputi bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;

6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 95 Tahun
2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga
adalah sebagai berikut :

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3
(tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 9 (Sembilan) Kepala
Seksi serta 2 (dua) Kepala UPTD dan 18 BPP.

Adapun perincian Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, dan UPTD
adalah sebagai berikut :

- Sekretariat dengan 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub
Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

- Bidang Tanaman Pangan dengan 3 Seksi yaitu Seksi Produksi Tanaman
Pangan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

- Bidang Bidang Perkebunan dan Hortikultura dengan 3 Seksi yaitu Seksi

Produksi Perkebunan dan Hortikultura, Seksi Perbenihan dan
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Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura dan Seksi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura ;

- Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 3 Seksi yaitu
Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan dan
Seksi Kesehatan Masyaakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan ;

- 2 UPTD yaitu UPTD Perbenihan dan UPTD Kesehatan Hewan

- 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Peran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam
penyelenggaaan pemerintahan .

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No..... Tahun
2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
201-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan,
target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan
pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Tanaman selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu, dokumen
Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan pertanian periode 2016-2021 secara
menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar

sektor terkait.

Sumberdaya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

2.3.1. Kepegawaian;
Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga, 84 Orang, Status Kepegawaian, 63 Orang PNS dan 19
Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta di Dukung PNS Provinsi Jawa

Tengah yang bertugas di Kabupaten Purbalingga selaku Petugas



Pengamat Hama (PHP) 14 Orang dan 4 Orang Petugas Perkebunan

adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017
Status Kepegawaian %
No Pendidikan PNS | CPNS | PTT PNS Jumlah
Dpb
1 SD 1 - 5 6 7,4
2 SMP 2 - 4 6 7,4
3 SMA 14 1 3 18 22,0
4 D3 12 - - 12 14,7
5 S1 29 5 1 35 42,7
6 S2 5 - - 5 6,1
Jumlah 63 6 13 82 100,0
Tabel 1.2
Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2017
Status Kepegawaian %
No Golongan Jumiah
PNS CPNS PNS
1 Gol | 1 - 1 1,5
2 Gol Il 13 1 14 20,3
3 Gol 1l 44 5 49 71,1
4 Gol IV 5 - 5 7,3
Jumlah 63 6 69 100,0




Tabel 1.3
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural

Tahun 2017
No Tingkat Diklatpim Jumlah
1 I -
2 Il
3 1] 3
4 v 16
Jumlah 20
Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon
Tahun 2017
No Tingkat Esselon Jumlah
1 Ila -
2 b 1
3 I a 1
4 b 3
5 IVa 14
6 IV b 2
Jumlah 21




Tabel 1.5

Pembagian Staf Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2017

No Jabatan Jumlah Pejabat Jumlah Staf
(Orang) (Orang)
1 | Kepala Dinas 1
2 | Sekretaris Dinas 1
3 | KaSubag Perencanaan 1 5
4 | KaSubag Umum 1 17
6 | KaSubag Keuangan 1 5
7 | Bidang Tanaman Pangan 1
8 | Seksi Produksi Tanaman Pangan 1 6
9 | Seksi Perbenihan dan 1 3
Perlindungan Tanaman Pangan
10 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran 1 2
Hasil Tanaman Pangan.
11 | Bidang Perkebunan dan 1
Hortikultura
12 | Seksi Produksi Perkebunan dan 1 4
Hortikultura,
13 | Seksi Perbenihan dan 1 6
Perlindungan Perkebunan dan
Hortikultura
14 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran 1 4
Hasil Perkebunan dan Hortikultura
15 | Bidang Bidang Peternakan dan 1
Kesehatan Hewan
16 | Seksi Benih/Bibit dan Produksi 1 9
Peternakan
17 | Seksi Kesehatan Hewan 1 5
18 | Seksi Kesehatan Masyarakat 1 3

Veteriner, Pengolahan dan




Pemasaran Hasil Peternakan
19 UPTD Perbenihan 9
20 | UPTD Kesehatan Hewan 10
21 | 18 BPP (Balai Penyuluhan
Pertanian) Kecamatan.
22 | Kelompok Jabatan Fungsional
JUMLAH
3.2.2. Daftar Aset yang di kelola,

Aset yang di kelola Dinas Pertanian Perkebunan dan KehutananKabupaten

Purbalingga meliputi Tanah/Kebun, Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor

yang meliputi, 65 Jenis barang

Tabel 1.6

Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,
Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

Keadaan Barang
No Jenis Barang/Nama Jumlah
Barang Barang
B KB RB
1 Gedung 12 4 -
2 Kendaraan Roda 4 6 4 1
3 Kendaraan Roda 2 53 25 28 -
4 Komputer 24 12 12 -
5 Laptop 8 4 - 4
6 Printer 23 12 11 -
7 Handycam 1 - - -
8 Camera Digital 4 4 - -
9 Kursi Lipat 150 130 20 -
10 Kursi Tamu/Meja Tamu 7 7 - -
11 Kursi Kayu 64 30 34 -




12 Kursi Putar 25 12 13
13 Meja Tulis 6 6 -
14 Meja Komputer 15 - 15
15 Meja Telephone 1 1 -
16 Meja Tamabahan - - -
17 Meja Rapat Pim. - - -
19 Meja Rapat 42 42 -
20 Filing Kabinet 30 22 18
21 Rak Buku 3 3 -
22 | Telephone 1 1 -
23 | Telephone Lokal 14 14 -
24 Lemari 62 26 36
25 Rak Besi - - -
26 Kursi Rapat 189 189 -
27 Lemari Es 3 3 -
28 VCD 7 7 -
29 TV 14 9 5
30 Mesin Pompa Air 4 4 -
31 Mesin Potong Rumput 1 1 -
32 Peti Uang 3 3 -
33 | Vacum Cleaner - - -
34 | White Board Electric - - -
35 Mesin Tik Manual 17 - 17
36 | White Board 7 7 -
37 OHP 9 - 9
38 | Wireless 8 - 8
39 Mesin Tik Electric - - -
40 Plotter - - -
41 Radio 5 - 5
42 Podium - - -
43 Stabilizer - - -
44 AC 4 4 -
45 Lemari Data 10 3
46 | Jam Dinding - - -
47 Rak Arsip 5 5 -




48 Screen - - - -
49 Peta 2 2 - -
50 Kipas Angin 1 1 - -
51 Foto Presiden/ Wakil 1 1 - -
52 Lambang Garuda 1 1 - -
53 Dispenser 1 1 - -
54 UPS - - - -
55 Scanner - - - -
56 Projector 1 1 - R
57 Faximile 1 1 - R
58 | Sound System - - - -
59 | Voice Recorder - - - -
60 Finger Print - - - -
61 Fasilits Internet 1 - - -
62 GPS 4 4 - -
63 | Altimeter - - - -
64 | Telekompren - - - -
65 Komputer Tablet 1 1 - -

3.2.3. Potensi Sektor Pertanian.

3.2.3.1. Bidang Tanaman Pangan

3.2.3.2. Bidang Perkebunan dan Hortikultura
3.2.3.3. Bidang Peternakan

2.4. Kinerja Pelayanan Pertanian

Berdasarkan Undang - Undand Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Urusan Pertanian Meliputi

a.

Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tanaman Pangan

. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian

Hortikultura

Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan

. Program Pengembangan Budidaya Peternakan.

. ProgramPengembangan,Pengolahan danPemasaran Produk



2.5.

Peternakan.
f. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pertanian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik
internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi
tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam
rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

Tantangan pembangunan pertanian yang paling nyata dihadapi
pada masa yang akan datang adalah kebutuhan pangan yang semakin
meningkat dan beragam; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan
dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan
nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian
dengan suku bunga rendah bagi petani; memperkokoh kelembagaan usaha
ekonomi produktif di perdesaan; = membudayakan penggunaan pupuk
kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan
kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan
pelestarian lingkungan hidup; memperkuat kemampuan untuk bersaing di
pasar global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali
diminati generasi penerus. Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap
kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan Pertanian 5
(lima) tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai
dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di
Kabupaten Purbalingga, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah
melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan
internal yaitu strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) yang

dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu oppurtunity (peluang) dan



threaths (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain

adalah :

1. Strength (Kekuatan)

a.

f.

Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan;

Adanya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu;

Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan
Pertanian;

Tersedianya peraturan perundang-undangan lingkup Pertanian;
Tersedianya komoditas unggulan dan sentra agribisnis yang dapat
dikembangkan;

Adanya hasil olahan produk pertanian yang memiliki nilai tambah.

2. Weakness (Kelemahan)

Rendahnya validitas data Pertanian;

Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;

Lemahnya koordinasi antar bidang;

Kinerja sebagai aparat Pertanian belum maksimal;

Lingkup kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang luas
dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang

terbatas.

3. Opportunity (Peluang)

a.

Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi Pertanian di sekitar
Kabupaten Purbalingga;

Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi
tanah dan air serta kelestarian lingkungan;

Potensi areal Pertanian di Kabupaten Purbalingga yang cukup luas
(kondisi geografis daerah);

Adanya kelembagaan tani yang perlu difasilitasi;

Peluang pasar yang besar untuk komoditas Pertanian.

Banyaknya usaha di bidang pertanian.



4. Threats (Ancaman)

a.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
produksi Pertanian;

Makin rendahnya daya dukung lingkungan;

Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis;

Adanya impor produk pertanian;

Belum adanya pengaturan yang memadai tentang teknis
penggunaan lahan pertanian dan non pertanian serta

pengalihfungsian lahan.



3.1

3.2

BAB 111
ISU-ISU STRAREGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Dalam rangka pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga 5

(ima) tahun kedepan 2016-2021 diperlukan identifikasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Hasil dari indentifikasi masalah tersebut,

adalah sebagai berikut:

I T o

~

10.

11.

Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;
Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian;

Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal;
Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya
suku bunga usahatani;

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;

Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan
pertanian;

Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai

Belum optimalnya usaha agribisnis di tingkat petani. Hal ini terjadi
karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya
yang cenderung memiliki marjin keuntungan relatif kecil;

Belum tertanganinya lahan kritis dalam upaya konservasi dan

rehabilitasi lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih



Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi
untuk mendefinisikan arah  organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan pelayanan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Purbalingga adalah “PURBALINGGA YANG
MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG
BERAKHLAK MULIA “. Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016-2021, misi Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien,
efektif, bersih dan demokrtatis, sehingga mampu memberikan pelayanan
prima kepada masyarkat,

2. Misi 2 : Mendorong kehdupan masyarakat yang religious yang beriman
dan bertaqgwa kehadirat Allah swt serta mengembangkan paham
kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam
masayarkat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya
pangan dan papan secara layak;

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap

berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta



didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan
usaha,invenstasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan
menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, social dan budaya
melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan
infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.

7. Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ke 7 misi tersebut, misi ke 5 sangat berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Tujuan pada
misi ke 5 tersebut adalah:

1. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat;

2. Meningkatanya daya saing pariwisata;

3. Menigkatnya kemandirian dan daya saing industri;

4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan social;

5. Menngkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan
Mikro (KUKM)

o

Meningkatnya produksi dan nilai tambah sektor pertanian;

7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub sektor perikanan

8. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata da
terjangkau.

Dari delapan tujuan pada misi kedua tersebut, maka yang berkaitan dengan

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagian besar kecuali

tujuan ke 2 dan tujuan ke 7, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan

sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui
peningkatan produksi dan produktivitas keragaman pangan

2. Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan komoditas
pangan lokal

3. Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan

4. Mengembangkan sentra komoditas unggulan



3.3 Telaah Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Jawa
Tengah,
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Tanman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah tahun
2013 - 2018 adalah “ MENJADI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG UNGGUL”
Dalam upaya mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan Tanaman Pangan dan HortikulturaProvinsi Jawa
Tengah memiliki misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang

berkelanjutan:

b. Meningkatkan efisiensi dalam usaha pertanian tanaman pangan dan

hortikultura;

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

tanaman pangan dan hortikultura ;

d. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian tanaman

pangan dan hortikultura;

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 — 2018, dapat kita telaah sebagai berikut bahwa Rencana Strategis
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga dapat
mengikuti atau menyesuaikan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Povinsi Jawa Tengah menjadi pilar utama pembangunan
pertanian di Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan visi Kabupaten
Purbalingga : “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju
masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”

Apabila kita ingin mandiri dan mempunyai daya saing kita harus
mempunyai keunggulan-keunggulan, dalam hal ini antara lain dapat
menghasilkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang

berproduksi tinggi, berkualitas, aman dikonsumsi, menguntungkan petani



dan konsumen, diminati pasar, sehingga mampu berdaya saing di pasar
domestik maupun internasional.

Selain itu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga sebagai dinas yang menangani pembangaunan pertanian harus
selalu mengembangkan kualias SDM, Sarana dan Prasarana yang dimiliki
untuk mewujudkan pertanian tanaman paangan dan hortikultura yang
berproduksi tinggi, berkualitas, aman dikonsumsi, menguntungkan petani
dan konsumen, diminati pasar, sehingga mampu berdaya saing di pasar
domestik maupun nasional menuju petani Purbalingga yang sejahtera.

Adapun usaha-usaha untuk mewujudkan visi dan misi tersebut

antara lain :

1. Mengupayakan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan

hortikultura yang lebih ramah lingkungan termasuk dalam pengendalian

OPT, serta mewujudkan peningkatan infrastruktur pertanian.

2. Mengembangkanpola usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura

yvang efisien dan berorientasi pasar.

3. Mengembangkan Pendidikan Menengah Atas,bimbingan

teknis,pelatihan.kursus dan _magang kepada petani, kelompok tani atau

gabungan kelompok tani, pemudasebagai upaya peningkatan Kkualitas

SDM pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

4. Meningkatnya kualitas SDM, sarana dan prasarana pemerintah terutama

pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan diperlukan merupakan

salah satu peranan penting dalam pembangunan pertanian.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purbalingga 2011-2031, disebutkan bahwa mempertimbangkan
uraian potensi dan issue permasalahan pembangunan Kabupaten
Purbalingga, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga
adalah : “ Mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga berbasis agropolitan

didukung pariwisata dan industri berkelanjutan “.



Tujuan di atas mengandung makna bahwa penataan ruang wilayah
Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun (2011-2031) yang akan
datang ditujukan untuk membentuk kondisi sebagai berikut:

a. Purbalingga Agropolitan
Purbalingga yang tumbuh berbasis ekonomi pertanian, yang

didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta
sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas
pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap

bersaing dalam pasar global.

b. Pengembangan Pariwisata dan Industri

Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat
Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya
maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur
wilayah. Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat
didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil
pertanian. Pengembangan pariwisata dan industri diarahkan untuk
mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka

mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

c. Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan

untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga
yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra
generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang
(inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial
ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi,
selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari
keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga
(intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter

region).

1. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG



Kebijakan penataan ruang Kabupaten Purbalingga dilakukan

melalui kebijakan sebagai berikut:

a. pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan;

b. pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan
pariwisata buatan berbasis masyarakat;

c. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri
menjadi kawasan industri;

d. pengembangan infrastruktur wilayah dalam mendorong kehidupan
sosial ekonomi masyarakat:

e. pemantapan kawasan lindung sebagai fungsi kelestarian lingkungan;
f. pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan,
pariwisata, dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan;

g. pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan

lokal; dan

h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

STRATEGI PENATAAN RUANG
Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga

dituangkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

(1) Pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan dengan

strategi meliputi :

a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai

tingkat skala layanan;

b. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi

perkebunan;
c. mengembangkan pusat penyuluhan tani;
d. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;

e. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang

dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;

f. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan



g.

meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil

pertanian.

(2) Pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan

(3)

pariwisata buatan berbasis masyarakat dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;

b.

f.

g.

membentuk kawasan wisata dengan disertai pengembangan

paket wisata;

meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-

masing objek wisata;
meningkatkan diversifikasi program dan produk wisata;

mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya

lokal;
mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan

meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.

Pengembangan dan peningkatan kawasan industri ramah lingkungan

serta bernilai ekonomis dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan dan memberdayakan industri menengah dan

industri kecil dan mikro;

mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas

agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;

meningkatkan pengelolaan limbah yang dihasilkan industri
dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

secara individual maupun komunal;

menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan

kegiatan industri;

menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar

kawasan peruntukan industri;



(4)

)

(6)

f. mengembangkan wilayah industri pada lahan-lahan yang kurang

produktif; dan

g. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling

bersinergi dan terpadu.

Pengembangan infrastruktur wilayah dalam mendorong kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dengan strategi meliputi :

a. meningkatkan akses yang menghubungkan simpul-simpul

kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi di

kawasan perdesaan;
c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;

d. mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman

perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan

f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan

perkotaan.

Pemantapan kawasan lindung sebagai fungsi kelestarian lingkungan

dengan strategi meliputi :

a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai

dengan sifat perlindungannya; dan
b. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung.

Pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan,
pariwisata, dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan

dengan strategi meliputi :

a. pengembangan budidaya yang mendukung aktivitas pariwisata;

dan

b. percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal.



(7) Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal

dengan strategi meliputi :

a. mendorong percepatan pengembangan kawasan strategis

ekonomi;

b. mempertahankan eksistensi kawasan strategis sosial budaya;

dan
c. menjaga kelestarian kawasan strategis sumber daya lingkungan.

(8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

dengan strategi meliputi :

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi

khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan
di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi

pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai
zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional

dengan budidaya terbangun; dan

d. meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset

pertahanan dan kemanan.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
1. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang

Hasil telaah terhadap Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga pada pasal 29 adalah sebagai berikut :
Pengembangan kawasan budidaya peruntukan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas: a) pertanian tanaman pangan;
b).pertanian hortikultura; c). perkebunan; dan d).peternakan.



1.1. Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan luas kurang lebih 25.207 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh)

hektar meliputi:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

Kecamatan Kecamatan Bobotsari dengan luas kurang lebih 1.437
(seribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar;

Kecamatan Bojongsari dengan luas kurang lebih 1.352 (seribu tiga
ratus lima puluh dua) hektar;

Kecamatan Bukateja dengan luas kurang lebih 2.591 (dua ribu lima
ratus sembilan puluh satu) hektar;

Kecamatan Kaligondang dengan luas kurang lebih 1.732 (seribu
tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;

Kecamatan Kalimanah dengan luas kurang lebih 1.314 (seribu tiga
ratus empat belas) hektar;

Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 1.539 (seribu
lima ratus tiga puluh sembilan) hektar;

Kecamatan Karangjambu dengan luas kurang lebih 794 (tujuh ratus
sembilan puluh empat) hektar;

Kecamatan Karangmoncol dengan luas kurang lebih 1.909 (seribu
sembilan ratus sembilan) hektar;

Kecamatan Karangreja dengan luas kurang lebih 202 (dua ratus dua)
hektar;

Kecamatan Kejobong dengan luas kurang lebih 474 (empat ratus
tujuh puluh empat) hektar;

Kecamatan Kemangkon dengan luas kurang lebih 2.883 (dua ribu
delapan ratus delapan puluh tiga) hektar;

Kecamatan Kertanegara dengan luas kurang lebih 1.215 (seribu dua
ratus lima belas) hektar;

Kecamatan Kutasari dengan luas kurang lebih 1.164 (seribu seratus
enam puluh empat) hektar;

Kecamatan Mrebet dengan luas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga
puluh dua) hektar;

Kecamaan Padamara dengan luas kurang lebih 1.233 (seribu dua
ratus tiga puluh tiga) hektar;



1.2.

1.3.

p)

Q)

Kecamatan Pengadegan dengan luas kurang lebih 154 (seratus lima
puluh empat) hektar;

Kecamatan Purbalingga dengan luas kurang lebih 714 (tujuh ratus
empat belas) hektar; dan

Kecamatan Rembang dengan luas kurang lebih 2.468 (dua ribu
empat ratus enam puluh delapan) hektar.

Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Kecamatan Bojongsari;

b. Kecamatan Mrebet;

c. Kecamatan Karangreja;

d. Kecamatan Bukateja;

e. Kecamatan Kemangkon;
f. Kecamatan Kaligondang;
g. Kecamatan Pengadegan;
h. Kecamatan Rembang;

i. Kecamatan Kertanegara,
J. Kecamatan Karangmoncol;
k. Kecamatan Karanganyar;
. Kecamatan Kutasari;

m. Kecamatan Bobotsari; dan
n. Kecamatan Padamara.

Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a)

b)

d)

kelapa deres, kelapa dalam, dan tebu dengan luas kurang lebih 29
(dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemangkon;

kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo dan tebu dengan
luas kurang lebih 3.584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat)
hektar berada di Kecamatan Kejobong;

kelapa dalam, melati gambir, dan tebu dengan luas kurang lebih 22
(dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Bukateja;

kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo, dan tebu dengan
luas kurang lebih 5.060 (lima ribu enam puluh) hektar berada di
Kecamatan Pengadegan;



1.4.

f)

9)

h)

)

K)

kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, karet, cengkeh,
dan kapulaga dengan luas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh
empat) hektar berada di Kecamatan Karangmoncol,

kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, kapulaga, tebu, kakao,
cengkeh, mlinjo, dan nilam dengan luas kurang lebih 175 (seratus
tujuh puluh lima) hektar berada di Kecamatan Kertanegara;

kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, kapulaga, tebu,
dan cengkeh dengan luas kurang lebih 404 (empat ratus empat)
hektar berada di Kecamatan Karanganyar;

kelapa dalam, kopi robusta, lada, mlinjo, dan tebu dengan luas
kurang lebih 830 (delapan ratus tiga puluh) hektar berada di
Kecamatan Kaligondang;

kelapa deres, kopi robusta, casieavera (kayu manis), nilam, teh,
pandan, lada, panili, kapuk randu, kapulaga, dan cengkeh dengan
luas kurang lebih 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan)
hektar berada di Kecamatan Rembang;

kopi robusta, glagah arjuna, casieavera, teh, cengkeh, dan kapulaga
dengan luas kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) hektar
berada di Kecamatan Karangreja,

kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, pandan, lada,
kapulaga, mlinjo, tebu, dan kakao dengan luas kurang lebih 988
(sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar berada di Kecamatan
Mrebet;

kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, panili, mlinjo, dan
tebu dengan luas kurang lebih 555 (lima ratus lima puluh lima) hektar
berada di Kecamatan Bojongsari;

kelapa dalam, kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, lada,
panili, kapulaga, mlinjo, tebu, dan cengkeh dengan luas kurang lebih
503 (lima ratus tiga) hektar berada di Kecamatan Bobotsari;

glagah arjuna, casieavera, nilam, mlinjo, dan kopi robusta dengan
luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di
Kecamatan Karangjambu; dan

kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, teh, lada, mlinjo, jarak
pagar, dan cengkeh dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua
puluh dua) hektar berada di Kecamatan Kutasari.

Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1.4.1. ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda meliputi:



a) Kecamatan Bobotsari;
b) Kecamatan Bojongsari;
c) Kecamatan Bukateja;
d) Kecamatan Karangjambui;
e) Kecamatan Karangmoncol,
f) Kecamatan Karangreja;
g) Kecamatan Kejobong;
h) Kecamatan Kemangkon;
i) Kecamatan Kutasari;
J) Kecamatan Mrebet;
k) Kecamatan Padamara; dan
) Kecamatan Rembang.
1.4.2. Ternak hewan kecil berupa kambing dan domba meliputi:
a) Kecamatan Bobotsari;
b) Kecamatan Bojongsari;
c) Kecamatan Bukateja;
d) Kecamatan Kaligondang;
e) Kecamatan Karangmoncol,
f) Kecamatan Karangreja;
g) Kecamatan Kejobong;
h) Kecamatan Kemangkon;
i) Kecamatan Kutasari;
J) Kecamatan Mrebet;
k) Kecamatan Padamara;
) Kecamatan Pengadegan; dan
m) Kecamatan Rembang.
1.4.3. ternak unggas berupa ayam, itik, dan angsa meliputi:
a) Kecamatan Bobotsari;
b) Kecamatan Bojongsari;

c) Kecamatan Bukateja;



d) Kecamatan Kaligondang;
e) Kecamatan Kalimanabh;

f) Kecamatan Karangmoncol;
g) Kecamatan Karangreja;

h) Kecamatan Kutasari;

i) Kecamatan Kutasari;

J) Kecamatan Padamara; dan

k) Kecamatan Pengadegan.

2. Telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya

pengaruh lingkungan pada program pengembangan agribisnis sebagai berikut

a.

Pengelolaan lahan yang Berlebihan

Agar pengelolaan lahan pertanian lebih banyak menggunakan sarana
produksi yang ramah lingkungan.

Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat
meningkatkan pencemaran

Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai
anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk
organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu
digalakkan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik
secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh
lembaga yang berkompeten.

Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian

Perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah pertanian.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi

Bupati Purbalingga, visi misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Tanaman Pangan dan Hortikultura, hasil telaah terhadap, telaah RTRW



Kabupaten Purbalingga dan Kajian Lingkungan Hidup strategis maka diperoleh

gambaran isu strategus sebagi berikut :

1.
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Memantapkan produksi terutama pada komoditas tanaman pangan utama
padi, jagung dan kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di

Jawa Tengah.

. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di

bidang tanaman pangan dan hortikultura.

. Meningkatkan infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tingkat

usaha tani

Peningkatan mutu hasil pertanian melalui sertifikasi, registrasi dan
penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.

Peningkatan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan
mandiri

Peningkatan penyedian dan pengawasan peredaran benih bersertifikat
Penurunan angka susut hasil padi

Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dengan pengusaha

Peningkatan Pengamatan dan pengendalian OPT



4.1

4.2.

BAB. IV.
VISI. MISI, TUJUAN ,SASARAN DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan,

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis
dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga yaitu mengamankan dan
mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga vyaitu “Purbalingga yang
mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang

berakhlak mulia”

Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan,

Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purbalingga tahun 2016-20121 pada misi ke 5 vyaitu Mempercepat
pertumbuhan dan pmerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-
simpul perekonomian utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur,
perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi
pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokasl serta didukung dengan
penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan
lapangan kerja. Adapun yang menyangkut dengan Pertanianian yaitu tujuan

misi ke 5 adalah Meningkatnya produksi dan nilai tambah sektor pertanian



serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan

terjangkau.
4.3. Tujuan Pembangunan Pertanian
Pada RPJMD (2016-2021), sektor pertanian masih menjadi sektor
penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor
pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam
penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB,
penghasil devisa Negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan
rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta
berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai
target sukses pembangunan pertanian pada RPJMD tahap-2 (2016-2021)
yang meliputi;
Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah
Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat,
dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing pariwisata.
3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil
Mikro.
6. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
1.4. Sasaran Jangka Menengah
CAPAIAN KINERJA
No. SASARAN INDIKATOR SATUAN
KINERJA Awal Akhir
1 2 3 4 5 6
Sektor PDRB Sektor Triliun Rupiah 4,9 6,9
Pertanian Pertanian




Produksi padi Ton 249.69 269.05

Produksi jagung ton 39.339 41.759
Produksi kedele ton 221 235
Produksi daging ton 14.346 15.229

3. Strategi dan Kebijakan
3.1. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Bidang

Pertanian;

Kebijakan Umum Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yuntuk

mendukung tercapainya Visi Misi Bupati seperti termuat dalam Misi ke 5

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan

mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan

dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan
tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal
serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan
usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

3.1.1 Urusan pertanian,:

a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertananian tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan arah kebijakan
mengoptimalkan penerapan panca usaha pertanian dan pengembangan
komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha peternakan, dengan
arah kebijakan mengoptimalkan penerapan panca usaha peternakan dan

megembangkan komoditas ternak unggulan.



3.1.2

3.1.3.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian
penularan penyakit zoonosis, dengan arah kebijakan menngkatkan
pencegahan dan pengendalian penularan penyakit zoonosis.
Strategi
a. Optimalisasi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian
bernilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi
wilayah
b. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan
Kebijakan
a. Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul
b. Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor
c. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak
BAB. V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK

SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Untuk mencapai target ditempuh dengan beberapa program yaitu :

1.

Program pengembangan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan;

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk
Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

Program Pengembangan Budidaya Peternakan;

Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk
Peternakan;

Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.

5.2.2. Kegiatan

1 Program Penguatan Kelembagaan Daerah

1.
2.
3.

Penyediaan Bahan dan Jasa Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Pemelliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



4
5
6.
7
8

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja SKPD
Pengelolaan BPP Kecamatan

Pengelolaan UPTD Wilayah

Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tanaman Pangan

1.

N
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pengelolaan UPTD Perbenihan

Perlindungan Tananman

WISMP

Peningkatan Produksi dan Produktivitas PAJALE dalam Demplot Padi
Rendah Emisi

Bantuan Bibit, Alsintan dan Obat Pertanian Bagi Masyarakat
Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK)

Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP)
Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAU)

Fasilitasi Pembuataan Media Penyuluhan (PUAP)

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani
Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dan
Pengembangan Pertanian Organik (DBH-CHT)

Penyusunan Program Penyuluhan

Pengembangan Metodologi Penyuluhan

Pendampingan UPSUS Pajale tingkat Kabupaten Purbalingga

Program Pengembangan Budidaya dan Pengelolahan Hasil Pertanian

Tanaman Hortikultura

a & 0 bdh e

Ujicoba Budidaya Bawang Merah

Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi
Pencontohan Pemanfaatan Lahan BPP

Festival Hasil Pertanian

Promosi Produk Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan



4 Program Pengembangan Budidaya dan Pegelolahan Hasil Pertanian

Tanaman Perkebunan

1.
2.

Pengembangan Tanaman Lada

Pengembangan Tanaman Kelapa

5 Program Pengembangan Budidaya Peternakan

1.

2
3.
4
5

Peningkatan Layanan Insemenisasi Buatan (1B)

Pengembangan Ternak Domba

Pelatihan dan Magang Peternak/Pelaku Usaha Peternakan (DBH)
Pembinaan dan Fasilitas Kelompok Peternak

Pendataan Peternakan

6 Program Pengembangan, Pengelolahan dan Pemasaran Produk

Pertanian

1 Kontes Ternak

2 Gerakan Mengkonsumsi Pangan Asli Hewan (PAH)
3. Pengelolahan UPT Puskewan

4 Pengelolahan Rumah Potong Hewan

5.

Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan

7. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair

1.
2.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veterinait






BAB. VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJIJMD

Pertanian
1 Program Pengembangan Budidaya
Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan

Produksi pangan (ton) :
- Padi

- Jagung

- Kedelai

- Ubi Kayu

- Kentang

- Kobis

- Wortel

- Stroberi

- Cabai besar

- Cabai rawit

- Duku

- Durian

- Pisang

- Nanas

- Pepaya

- Manggis

- Kapulaga

- Kopi

- Lada

- Kelapa dalam
- Kelapa deres
- Cengkeh

- Glagah Arjuna
- Nilam

249.691
39.339
221
74.159
3.855
3.223
1.990
458
719
572
7.567
3.771
14.048
408
4777
716
12,16
578
175
12.654
53.130
56
698
710

252.189
39.732
223
74.901
3.893
3.255
2.010
462
726
578
7.643
3.809
14.189
412
4.825
723
12,28
584
177
12.781
53.661
57
705
717

5.608.229

254.711
40.130
225
75.650
3.932
3.288
2.030
467
734
583
7.719
3.847
14.331
416
4.873
730
12,40
590
179
12.908
54.198
57

712
724

5.608.229

257.258
40.531
228
76.406
3.972
3.321
2.051
472
741
589
7.796
3.886
14.474
420
4.922
738
12,53
596
180
13.037
54.740
58
719
732,00

5.608.229

259.830
40.936
230
77.170
4.011
3.354
2.071
476
749
595
7.874
3.924
14.619
425
4971
745
12,65
601
182
13.168
55.287
58
726
739

5.608.229

262.429
41.346
232
77.942
4.051
3.387
2.062
481
756
601
7.953
3.964
14.765
429
5.021
753
12,78
607
184
13.299
55.840
59
734
746

5.608.229

265.053
41.759
235
78.721
4.092
3421
2.113
486
764
607
8.033
4.003
14.912
433
5.071
760
12,91
614
186
13.432
56.399
59

741
754

5.608.229




Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BPKrj:gnrga:gfgﬁilzesﬂee?bt::i;:nd;n Indikator Kinerja Program Awal RPIMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Keterangan
(Tahun2015) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
- Tebu 929 938 948 957 967 976 986
- Karet 126 127 129 130 131 132 134
2 Program Peningkatan Nilai Cakupan fasilitasi penanganan 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
Tambah, Daya Saing dan pasca panen produk pertanian
Pemasaran Produk Pertanian tanaman pangan, hortikultura,
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan
dan Perkebunan
- Power thresher 937 unit 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050
- Pemipil jagung 43 unit 64 74 84 94 104 114
- Rice mill unit 451 unit 451 451 451 451 451 451
Penggunaan pupuk organik 3172 ton 3235 ton 3.300 3.366 3.433 3.502 3.572
3 Program Pengembangan Budidaya 352.068 352.068 352.068 352.068 352.068 352.068
Peternakan Populasi ternak siap potong (ton)
- Sapi 1224 1237,25 1.249,5 1262 1274,73 1287,45 1300,35
- Kerbau 1,18 1,2 1,2 1,22 1,23 1,25 1,26
- Kambing 277,26 280,11 282,9 258,74 288,6 291,48 294,4]
- Domba 81,1 81,94 82,8 83,59 84,42 85,26 86,12
- kelinci 0,77 0,78 0.8 0,79 0,8] 0,81 0,82
- babi 3,75 0 - 0 0 0 0
- Ayam layer 46.758 47.240 47.709 48.188 48.671 49.157 49.649
- ayam broiler 4.611.863 4.659.376 4.705.678 4.752.949 4.800.538 4.848.452 4.897.006
- ayam buras 8.233.678 8.318.504 8.401.168 8.485.562 8.570.524 8.656.066 8.742.751
- itik 18.834 19.028 19.217 19.410 19.604 19.800 19.998
- burung puyuh 9.555 9.654 9.749 9.847 9.946 10.045 10.146
- angsa 72 73 74 74 75 76 7
- entog 5.088 5.141 5.192 5.244 5.297 5.349 5.403
- merpati 1.527 1.543 1.558 1.574 1.590 1.606 1.622
Produksi hasil peternakan:
- Susu (liter) 288.249 291.131 294.043 296.983 299.953 302.953 305.982
- Telur (ton) 12.314 12.437 12.561 12.687 12.814 12.942 13.071
4 Program Pengembangan, 416.934 416.934 416.934 416.934 416.934 416.934
Pengolahan dan Pemasaran Produksi olahan daging (ton) 429 434 438 442 447 451 456
Produk Peternakan Produksi olahan telur (ton) 92.286 92.209 94.141 95.282 96.033 96.993 97.963
Produksi olahan susu (liter) 95.849 96.807 97.776 98.753 99.741 100.738 101.746
5 Program Kesehatan Hewan dan 277.068 277.068 277.068 277.068 277.068 277.068
Kesehatan Masyarakat Veterinair. |prevalensi penyakit (%) 33,66 30,29 27,26 24,54 22,08 19,88 17,89
Penyakit zoonosis (%) 8,55 77 6,91 4,24 5,61 5,19 4,54




V1. PENUTUP

Dalam rangka memberikan arah dalam pembangunan sector Pertanian dan

Kehutanan serta Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan maka

perlu di susun Rencana Strategik (Renstra) yang dapat di gunakan sebagai

arahan, pedoman pelaksanaan pembangunan pertanian dan kehutanan di

Kabupaten Purbalingga.

Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016-2021 di susun dengan 4 (empat) target utama

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (swasembada
jagung, kedelai dan gula untuk mendukung rogram nasional dan
swsembada berkelanjutan padi)  Produktivitas padi 58,3 Kw/Ha,
Produktivitas Jagung 55,26 Kw/Ha , Produktivitas Kedelai 16,20 Kw/Ha.

2. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, Produktivitas tebu, 700
Kw/Ha, dengan rendemen 7 % (3)

3. Menurunya lahan kritis seluas 2.384 Ha,

4. Peningkatan kesejahteraan petani dengan NTP 103 %.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut di atas tidaklah mudah,

namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan pertanian dan

kehutanan selama 5 ( lima ) tahun terakhir dan dengan tekat kerja keras,

kita optimis bahwa target tersebut dapat di capai apabila para pemangku

kepentingan dapat bekerjasama untuk mengatasi berbagai maslah dan

kendala yang menjadi factor penghambat utama serta memberikan

dorongan yang di yakini akan menjadi factor kunci pengungkit keberhasilan.



